DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1.SUB BAGIAN KEUANGAN
2.5UB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN




DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SUB BAGIAN KEUANGAN




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN SPJ - GU




SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.
NIP: 197303021992031004

Nama SOP : Pengajuan SPJ - GU

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 1. Kepala Sub Bagian Keuangan
Pengelolaan Keuangan Daerah; - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : S1 Ekonomi diutamakan S2
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 Iimu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerabh; Adm.Publik/S2 yang serumpun
3. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2024 tentang 2. Penelaah Teknis Kebijakan
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Bendahara : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
Daerah; _ 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kebijakan : S-2 (Strata—Dua) / S-1 (Strata-Satu)
4. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang 4. Pengolah Data dan Informasi : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja
Dinas Daerah;
5. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerabh;
6. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 tentang Standar
Harga Satuan.
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

SOP SPP SPM GU

1. Komputer atau Laptop
2. Printer, LCD Proyektor dan Sambungan Internet (WIFI)

3. Almari penyimpan dokumen lingkungan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila ditemukan ketidakcermatan atau ketidaktelitian dalam melaksanakan
prosedur verifikasi maka beresiko dokumen bukti pembayaran tidak akurat.

Arsip SPJ Belanja




PENGAJUAMN SPJ - GU

Pelaksana Mutu Baku
Mo Kegiatan P
enslaah
PPTK Pde"g:"f'“ Data Teknis PPK P KPA EETEV""E"“'” I Output Walktu Keterangan
an Informasi Kebijakan elengkapan
- Bukti Pengeluaran Kas
- SPK § Surat Pesanan §
Surat Parjanjian
-TEF
- Mota § Fwitansi
- Rekening Horan §F FC
Bukm Tabungan
- KTP
- MPWWP
- Faktur Pengirimman
EBarang
- Faktur Pajak
- Foto f Produk Persyaratan / kelengkapan
Mengajukan berkas | | - Daftar Penerimaan . dokumen disesuaikan
1 SPJ —J - BA Kemsajuan Dokumen SF.J 5 Menit dengan Penwval Sistem dan
_~ - BA Pemeriksaan Prosedur yang berlaku
- B& Pembayaran
- BA Serah Terima
- Bukti Pembayaran BPJS
Fes=shatam dan
Hetenagakerjaan
- Surat Permichonan
B Fembayaran
Melengkapi - Surat Kesanggupan
Berkas Potong Pajak
- Surat Keterlambatan
- Laporam hasil pekerjzan
w
Menerima berkas SPJ FProses verifikasi
dan melakukan EBerkas - berpedoman dengan
2 |verifikasi kelengkapan Dokumen SF.J terverifikasi 15 Menit | o rwal Sistem dan
berkas Frosedur vang berlaku
Melakukan h 4 Froses pencermatan
3 pencermatan kembali Berkas SFJ vang E;:;rsnf;aﬁ? 10 Menit berpedoman dengan
berkas SPJ yang telah telah terverifikasi 17D FPernwval Sistern dan
diverifikasi FProsedur yvang berlaku
Melakukan = Dokumen SPJ Proses pencermatan
4 pencermatan berkas Dokume_ﬂ 5PJ yang yvang sudah di 5 Menit berp&dorpan dengan
SPJ yang sudah di TTD sudah di TTD Paraf PPK Perwal Sistem dan
Frosedur yvana berlaku
b4 Dokumen SPJ yvang |Dokumen SPJ
5 l::hlcﬂll_c::ﬁnsgﬁrsetmuan | sudah di TTD dan vang sudah 5 Menit Fengesahan Dokumen
Faraf FPK disetujui
Melakukan pencairan ] Dokumen SPJ vang |Bukfi Transaksi ; Dokumen SPJ sudah
] - 5 Menit

SPJ

sudah disetujui PA

Belanja

digandakan




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN SPJ - LS




SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.
NIP: 197303021992031004

Nama SOP : Pengajuan SPJ - LS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerabh;

3. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

4. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja
Dinas Daerah;

5. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerabh;

6. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2024 tentang Standar
Harga Satuan.

1. Kepala Sub Bagian Keuangan
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : S1 Ekonomi diutamakan S2
Manajemen/S2 Akuntansi/S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2
Adm.Publik/S2 yang serumpun
2. Penelaah Teknis Kebijakan
- Bendahara : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kebijakan : S-2 (Strata—Dua) / S-1 (Strata-Satu)
4. Pengolah Data dan Informasi : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP SPP SPM LS

1. Komputer atau Laptop
2. Printer, LCD Proyektor dan Sambungan Internet (WIFI)

3. Almari penyimpan dokumen lingkungan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila ditemukan ketidakcermatan atau ketidaktelitian dalam melaksanakan
prosedur verifikasi maka beresiko dokumen bukti pembayaran tidak akurat.

Arsip SPJ Belanja




PEMNGAJUAMN SPJ - LS

Pelaksana Mutu Baku
Mo Kegiatan ]
PPTK Fengolah Data FPenelaah Teknis PPK PAJ KPA Persyaratan f Output Waktu Keterangan
dan Informasi Kebijakan Kelengkapan
- Bukti Pengeluaran
KHas
- SPFK f Surat Pesanan
! Surat Perjanjiam
- TEF
- Mota § Fewitansi
- Rekening Koran § FC
Buku Tabungan
- KTP
- NPWP
- Faktur Pengirimmam
Barang
- Faktur Pajak
- Foto / Produk Persyaratan / kelengkapan
I - Daftar Penerimaan y dokumen disesuaikan
1 Mengajukan berkas SPJ - Bt Kiemajuan Dodumen SP.J 5 Menit dengan Perwal Sistem dan
ry - BA Pemeriksaan Prosedur yvang berlaku
- BA Pembayaran
- B Serah Terima
- Bukti Fembayaram
BP.JS Hesehatan dan
FHetenagakerjaan
- Surat Permmohonan
Fembayaran
- Surat Kesanggupan
Poiong Pajak
R - Surat Keterlambatan
MEIengkapl - Laporan hasil
Berkas pekerzan
w
_ FProses verifikasi
Menerima berkas SPJ
2 dan melakukan verifikasi Dokumen SPJ E::':'F;arﬁ'lkasi 15 Menit g?;&?ﬁ%rgﬁnp?{?;:daﬂrzzgal
kelengkapan berkas beraku
Melakukan pencermatan 1r—| Berkas SPJ yang |Dokumen SFJ E;?S:goﬁgﬁedrrennatgﬂ Pernwal
2  |kembali berkas SPJ telah teweriﬁykasgil yang sudah di 10 Menit Sistp:am dan F'rosegdur an
yvang telah diverifikasi TTD yang
berlaku
Melakukan pencermatan b Dokumen SF.J Dokumen SP.J Eé?siﬁoﬁzﬁeére"nmzﬂ Perwal
4 berkas SPJ yvang sudah yang sudah di wamng sudah di 5 Memnit S'stp:a d P gd
di TTD TTD Paraf PPK i m dan Prosedur yang
berlaku
w Dokumen SPJ Dokumen SP.J
5 |Melakukan persetujuan yang sudah di yang sudah 5 Menit Pengesahan Dokumen
dokumen SPJ TTD dan Paraf i -
disetujui
PPK
|
+r SPJ yvang sudah
& |Membuat SPP dan SPM disetujui dan Dokumen SPF 10 Menit Pembuatan SPP dan SPM
digandakan
Melakukan pengiriman * Dokumen SFJ Daftar Dikirimn ke Bidang
7 |berkas SPJ :] SPP dan SPM Eg?fa';maa" 30 Menit Perbendaharaan BFKAD




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

USULAN PENGAJUAN GAJI




SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.
NIP: 197303021992031004

Nama SOP : Usulan Pengajuan Gaji

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerabh;

3. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

4. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja
Dinas Daerah;

5. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerabh;

1. Kepala Sub Bagian Keuangan
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : S1 Ekonomi diutamakan S2
Manajemen/S2 Akuntansi/S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2
Adm.Publik/S2 yang serumpun
2. Penelaah Teknis Kebijakan
- Bendahara : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
- Pengolah Gaji : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

- SOP SPP SPM LS
- SOP Pengajuan SPJ - LS

1. Komputer atau Laptop
2. Printer, LCD Proyektor dan Sambungan Internet (WIFI)

3. Almari penyimpan dokumen lingkungan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila usulan pengajuan gaji tidak tertib maka akan terjadi keterlamabatan dalam
penerimaan gaji

- Arsip Bukti Penerimaan
- Arsip Data Gaji




uUsuLAMN PENGAJUAN GAJI

Pelaksana

Mutu Baku

Mo regiatan Penelaah Teknis Penelaah Teknis
Kebijakan Kebiiakan PPE PA KPA Persyaratan / Kelengkapan Dutput Wakiu Keterangan
(Pengolah Gaji) .
- Dafitar Gaji - _
- [ '| - Sesuail peremajaan data
1 Melakul:c_an penarikan - H?k?’p Gajl__F'ergolongan Drata Gaji S0 Menit gaiji yvang diajukan melalui
data gaji - Rincian Gaji SIM GAJ TASPEN
. - Pemindahbukuan Gaji
Melengkapi
2 Mg_rlelltl I-cele_rlgkapan data Dokumen — Template Data Gaji Data Gaji sesuai 50 Menit Template diunduh melalui
gaji pegawai template SIFD RI
w
3 Mengun_ggah data gaji | Data Gaji sesuai template Data Gaji yang 5 Menit Melalui SIFD RI
pegawai telah terunggah FPenatausahaan
h
il . - NPWP SKFD BEilling potongan - A
4 Membuat E-Billing pajak | - Data Gaiji paiak IWE/PPH-21 15 Menit Melalui E-Bupot
w -
5  |Membuat SPP Gaiji | Data Gaji yang telah terunggah |SPP Gaiji 10 Menit Melaiui SIPD RI
Fenatausahaan
- Melalui SIPD RI
. —| . Fenatausahaan damn data
5] Memerlll_idsa 'E'?SF;DP Gaii SPP Gaiji SPM Gaii 5 Menit vang diajukan sesuai
mermvalidasi ajl dengan aturan dan
anggaran yvang tersedia
b - Verifikasi dari BUD
7 |Menyetujui SPM Gaiji | SPM Gaii SPM San vang 5 Menit (Bendahara Umum
1 Daserah) melalui SIPD RI
- SPM
- SPP
- - Daftar Gaji Berkas yvang sudah
a Menyampaikan SFPF, SPM| - Rekap Gaji FPergolongan Bulkti Pengiriman a0 Menit digandakan disampaikan

Gaji dan kelengkapannya

- Rincian Gaji

- Potongan Fajak I'"YWVFP/FPH-21

-FPemindahbukuan SGaji
-TEBP

ke BUD (BEendahara
Umum Daerah)




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

USULAN PENGAJUAN KEKURANGAN GAJI




SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.
NIP: 197303021992031004

Nama SOP : Usulan Pengajuan Kekurangan Gaji

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerabh;

3. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

4. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja
Dinas Daerah;

5. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Kepala Sub Bagian Keuangan
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : S1 Ekonomi diutamakan S2
Manajemen/S2 Akuntansi/S2 Iimu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2
Adm.Publik/S2 yang serumpun
2. Penelaah Teknis Kebijakan
- Bendahara : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
- Pengolah Gaji : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

- SOP SPP SPM LS
- SOP Pengajuan SPJ - LS

1. Komputer atau Laptop
2. Printer, LCD Proyektor dan Sambungan Internet (WIFI)

3. Almari penyimpan dokumen lingkungan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila usulan pengajuan gaji tidak tertib maka akan terjadi keterlamabatan dalam
penerimaan gaji

- Arsip Bukti Penerimaan
- Arsip Data Kekurangan Gaji




uUsuLAaN PENGAJUAN KEKURAMNGAMN GAJl

Pelaksana

Mutu Eaku

Mo Kegiatan FPenelaah Teknis Penelaah Teknis
Kebijakan Kebiiakan PPK Pa KPA FPersyaratan / Kelengkapan Output Wakiu Keterangan
(Pengolah Gaji) U
- Daftar Kekurangan Gaji
- - Rincian Kekurangan Gaji Sesuai perubahan data
1 E'E'E;'E"“‘E';iﬁ:'aﬂe’;i"k:_? - Rekap Kekurangan Gaji gzt_;"' Kekurangan 60 Menit gaji melalui SIM GAJI
a gaj r FPergolongan J TASPEM
- Pemindahbukuan Gaji
Melengkapi Data Kekurangan
Meneliti kelengkapan data Dokumen — Template Data Kekurangan . - g - Template diunduh melalui
2 kekurangan gaji awwvai Gaji Gaji sesuai S0 Menit SIPD RI
g gall peg o template
w
Mengunggah data Drata Kekurangan Gaji sesuai Dat_a Kelurangan . Melalui SIFD RI
3 kekurangan gaji pegawai template Gaji vang telah 5 Menit Fenatausahaan
a gaj peg o terunggah
h
ilh . | - NPWF SKFPD Billing potongan - =
4 Membuat E-Billing pajak - Data Kekurangan Gaji pajak PMPPPH-21 15 Menit Melalui E-Bupot
™~ - '
5 Membuat SPP Drata Kekurangan Gaji yvang SPFP Kekuramngan 10 Menit Melalui SIFD RI
Kekurangan Gaji telah terunggah Saji FPenatausahaan
- Melalui SIPD RI
Memeriksa dan —| SPM Kekurangamn FPenatausahaan dan data
8 memvalidasi SFP SPF Kekurangan Gaji Gaji 5 menit vang diajukan sesuai
Kekurangan Gaji dengan aturan dan
anggaran yvang tersedia
i w SPM Kekurangan Verifikasi dari BUD
T ME::;‘#]L;nsggi SPM Kekurangan Gaji Gaji vamg sudah 5 menit {Bendahara Umum
ke 9 o | disetujui Daerah) melalui SIPD RI
- SPM Kelkurangan Gaji
- SPF Kekurangan Gaji
- Daftar Kekurangan Gaji
. w - Rekap Kekurangamn Gaji Berkas yang sudah
Menyampaikan SPP, SPM| . - _
3 Kekurangan Gaji dan Pergolongan Bukti Pengiriman 30 menit digandakan disampaikan

kelengkapannya

- Rincian Kekurangan Gaji

- Potongan Fajak I'VWP/PFPH-21
Kekurangan Gaji
-Pemindahbukuan Kekurangan
Gaji

-TEP

ke BUD (Bendahara
LUmum Daerah)




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN SPP & SPM - GU




SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.
NIP: 197303021992031004

Nama SOP : Pengajuan SPP & SPM - GU

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerabh;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerabh;

3. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

4. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja
Dinas Daerah;

5. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Kepala Sub Bagian Keuangan
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : S1 Ekonomi diutamakan S2
Manajemen/S2 Akuntansi/S2 Iimu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2
Adm.Publik/S2 yang serumpun
2. Penelaah Teknis Kebijakan
- Bendahara : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
- Pengolah Gaji : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Pengajuan SPJ - GU

1. Komputer atau Laptop
2. Printer, LCD Proyektor dan Sambungan Internet (WIFI)

3. Almari penyimpan dokumen lingkungan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila usulan pengajuan gaji tidak tertib maka akan terjadi keterlamabatan dalam
penerimaan gaji

- Arsip SPP & SPM
- Daftar Penerimaan Berkas




FENMGAJUAMN SFPFP & SFPM - GU

Pelaksana Mutu Baku
Mo Kegiatan ]
Fenelaah Teknis PPK PA I KPA Persyaratan / Output Walkiu Keterangan
Kebijakan Kelengkapan
Tanda Bukii
Pembayaran Proses _
_ ] pembuatan LPJ-GU
1 Membuat LPJ-GU | I (TEP) Diraft LPJ 5 Menit melzlui SIPD BRI
h
Melakukan verifikasi LPJ-GU yvang ) Proses verifikasi melalui
2 |LPJ-GU Draft LFJ telah diverifikasi > Menit SIPD RI
h. 4 LPJ-GLU vang LPJ-GU yvang
3 I'é'lﬁlakul-:an validasi LP.J- telah diverifikasi telah divalidasi 5 Menit Ell'uses validasi melalui SIFD
oleh PPK oleh PA/KEFPA
v LPJ-GU yang ; Proses pembuatan SPP GU
4 Membuat SPP GU telah divalidasi Draft SPF 10 Menit dilakukan melalui SIPD Bl
oleh PAJKPA
SPP, Rincian
Penggunaan
. . h 4 Dana, Surat Proses validasi SPP dan
5 |Melakukan validasi SPP Draft SPP permyataan 5 Menit generate SPM dilakukan
GU & generate SPM GU keabsahan SFPFP melalui SIPD Rl
dan SPM vang
belum disetujui
PASEPA
v SPF dan SPM
5 Melakukan persetujuan vang belum ?e?aﬁliigg;muﬁang 5 Menit Proses persefujuan SPFM GU
SFF & SFPM GU disetujui aleh SPTJM ) dilakukan melalui SIFD RI
PASKPA
wa Dokumen SP.J, Daftar
Melakukan pengirimman SPP dan SPM - . Dikirim ke Bidang
7 |berkas SPJ :] beserta Eg?far;maa" 30 Menit Perbendaharaan BPKAD
kelengkapannya




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN SPP & SPM - LS




SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.
NIP: 197303021992031004

Nama SOP : Pengajuan SPP & SPM - LS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerabh;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerabh;

3. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

4. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja
Dinas Daerah;

5. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Kepala Sub Bagian Keuangan
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : S1 Ekonomi diutamakan S2
Manajemen/S2 Akuntansi/S2 Iimu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2
Adm.Publik/S2 yang serumpun
2. Penelaah Teknis Kebijakan
- Bendahara : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
- Pengolah Gaji : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Pengajuan SPJ - LS

1. Komputer atau Laptop
2. Printer, LCD Proyektor dan Sambungan Internet (WIFI)

3. Almari penyimpan dokumen lingkungan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila usulan pengajuan gaji tidak tertib maka akan terjadi keterlamabatan dalam
penerimaan gaji

- Arsip SPP & SPM
- Daftar Penerimaan Berkas




PENGAJUAMN SPP & SPM - LS

Pelaksana Mutu Baku
Mo Kegiatan ]
PPTK Fengolanh Data | Fenelaan Teknis PPK PAJ KPA Persyaratan / Output Waktu Keterangan
dan Informasi Kebijakan Kelengkapan
- Tamda Bukti
Fembayaran [TEBP)
- SPK { Surat Pesanan
{ Surat Perjanjian
- Maota | Fwitansi
- Rekening Koran § FC
Buku Tabungan
- KTE
. - MNPWP Fersyaratan [/ kelengkapan
Mengajukan berkas SFJ ) " i
1 |vang telah disahkan oleh - Faktur Pajak Dokumen SPJ 5 Menit dokumen disesuaikan
PAMKPA Y - Faoto ¢ Produk dengan Perwal Sistem dan
- BA Kemajuan Prosedur yang berlaku
- BA Serah Terima
- Billing Pajak
- Surat Permohonan
Fembayaran
- Surat Kesanggupan
FPotong Pajak
- Surat Keterlambatan
L 4
. Melenglkapi \ Proses verifikasi
Menerima berkas SPJ
2 |dan melakukan verifikasi Berkas __| Dokumen SPJ E::rl-;arﬁ'lkasi 5 Menit g?srti?gf:jrggnP?{?::daﬂrﬁzgsal
kelengkapan berkas berlaku
v
Berkas SPJ yang . Proses pembuatan SPP
3 |Membuat SPP telah terverifikasi |D oL SFF 10 Menit dilakukan melalui SIPD RI
SPF, Rincian
FPenggunaan
N h Dana, Surat Proses validasi SPP dan
4 |Melakukan validasi SFF Draft SPP pernyataan 5 Menit generate SPM dilakukan
dan generate SFM keabsahan SFPP melalui SIPO RI
dan SPM yvang
belum disetujui
PAMKPA
SPP, Rincian
FPenggunaan
- Dana, Surat
5 Melakukan persetujuan pernyataan ﬁiﬁz:u‘}ﬂ?gaiuaah 5 Menit Proses persetujuan SPM
SPF & SPM keabsahan SFPF SPTIM dilakukan melalui SIFD RI
dan SPM yang
belum disetujui
PASKPA
h Dokumen SPJ, Daftar
Melakukan pengiriman SPFP dan SFPM - ) Dikirim ke Bidang
8 |berkas SPJ beserta Ez?fa';maa" 30 Menit Perbendaharaan BPKAD
kelengkapannya




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD




SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.
NIP: 197303021992031004

Nama SOP : Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerabh;

3. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

4. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja
Dinas Daerah;

5. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Kepala Sub Bagian Keuangan
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : S1 Ekonomi diutamakan S2
Manajemen/S2 Akuntansi/S2 Iimu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2
Adm.Publik/S2 yang serumpun
2. Pengelola SAK
- Pengolah Data dan Informasi : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

- SOP SPP SPM - GU
- SOP SPP SPM - LS
- SOP Pengajuan SPJ - GU

- SOP Pengajuan SPJ - LS

1. Komputer atau Laptop
2. Printer, LCD Proyektor dan Sambungan Internet (WIFI)

3. Almari penyimpan dokumen lingkungan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila usulan pengajuan gaji tidak tertib maka akan terjadi keterlamabatan dalam
penerimaan gaji

- Arsip Laporan Keuangan




Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaksana

Mutu Baku

No Kegiatan
Pengeioia Persyaratan /
SAK PPK PA Kelengkapan OCutiput Wakiu Keterangan
- BKU
-TBP
-STS
- Laporan Fungsional '3 3 x
4 Mengumpulkan Data - BA Rekon Barang Kelengkapan Data 15 Menit Koordinasi dengan pihak
Keuangan Persediaan terkait
- Laporan Aset
- Piutang
- DPA terbaru
A Melalui SIPD RI
2 Memposting Jurnal Anggaran | I DPA Jumal Anggaran 10 menit Penatausahaan bagian AKLAP
(Akutansi dan Pelaporan)
s -TBP Melalui SIPD RI
2 g‘::;goztt'grg‘ Jumal | | -STS Jumal Pendapatan 10 menit Penatausahaan bagian AKLAP
D {(Akutansi dan Pelaporan)
w <
. . _sppP . . Melalui SIPD Ri .
4 Memposting Jurnal Belanja sSPM Jurnal Belanja 10 menit Penatausahaan bagian AKLAP
™ (Akutansi dan Pelaporan)
h 4 -BA Rekon Barang - Melalui SIFD RI
5 Melakukan input Jurnal Persediaan Sumal Umum 10 mienit Penatausah_aan
Umum - Laporan Aset - Penyesuaian data
- Piutang piutang.persediaan dan aset
¥ LRA
. —_ | | . Melalui SIPD Ri
£ :‘Ar‘_e_'{‘ar':‘u'(an validasi jurnal Jurmal Uimum : th 40 menit Penafausanaan bagian AKL AP
Neraca (Akutansi dan Peiaporan)
- LRA
-Lo
~ - LPE
ﬁ - Neraca Melakukan penyesuaian data
< & Melakukan Uji Analis | | - BA Pengeluaran Laporan Keuangan 20 menit apabila tidak sesuai akan
- BA Pendapatan dilakukan rekias
- BA Persediaan
- BA Aset
- Piutang
s Melakukan verifikas: Laporan Laporan Keuangan Laporan keyang_an S menit Verifikasi dilakukan secara
Keuangan yvang terverifikasi manual
h 4
o Melakukan perseiujuan Laporan Keuangan Laporan Keqanggn_ 5 menit Persetujuan dengan dibubuhi
Laporan Keuangan yang telah disetujui cap basah
A 4
s - [ ] Laporan Keuangan yang Rekonsiliasi dengan
10 E:ﬁg:s'gra‘s' Laporan sudah disetujui dan faea::‘gﬁt'a(gtgfaan 60 Menit BendaharaUmum Daerah
S digandakan D g (BUD)




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

USULAN PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI (TPP)




SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.
NIP: 197303021992031004

Nama SOP : Usulan Pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerabh;

3. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2024 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

4. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja
Dinas Daerah;

5. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2024 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara.

1. Kepala Sub Bagian Keuangan
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : S1 Ekonomi diutamakan S2
Manajemen/S2 Akuntansi/S2 Iimu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2
Adm.Publik/S2 yang serumpun
2. Penelaah Teknis Kebijakan
- Bendahara : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
- Pengolah Gaji : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

- SOP SPP SPM LS
- SOP Pengajuan SPJ - LS

1. Komputer atau Laptop
2. Printer, LCD Proyektor dan Sambungan Internet (WIFI)

3. Almari penyimpan dokumen lingkungan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila usulan pengajuan gaji tidak tertib maka akan terjadi keterlamabatan dalam
penerimaan gaji

- Arsip Bukti Penerimaan
- Arsip Data Gaji




USULAN PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAIL (TPP) ASN

Pelaksana

Mutu Baku

e e Fenolaah Telais Penelaah Teknis
Kebijakan Kebiiakan PPK PA 7 KPA Persyaratan / Kelengkapan Qutput Walktu Keterangan
(Pengolah Gaii) i
- Dafnar Presensi
q :";:";‘;,k:"z\gﬁlngumpu'a" I l| _ Rinclan Penermaan TPFP ASN |Data TPP ASN 60 menit f:s:a' daa'g:a" bagian
A - Rekap Penerimaan TPP ASN pegaw
Melengkapi . 4
Data
Meneliti kelengkapan data — Data TPF ASN = Sesuai data dari bagian
2 |vep asn Data TPP ASN Lengkap 60 Menit kKepegawaian
~
Data TPP ASN Tempilate diunduh meialut
3 Mengunggah data TPP ASN | | Tempilate Data TPP ASN oSttt 5 Menit SRR
w
Data TPP ASN =
— Mengunggah data TPP ASN :: Data TPP ASN sesuai template vang telah 5 Menit zlelalu.n SIEE RI
enatausanaan
terunggan
b 4 Kode Billing
Membuat Billing potongan polongan paiak " Melalul Aplikasi MPN
5 |pajax IWE 1% dan IWE 4% |::| Data TP ASN WP 126 dan IVWP 15 Menit Penerimaan Negara
4%
h 4
- NPWP SKPD Kode Biling
6~ [Membuat Biing potongan | | _ Data TPP ASN potongan pajak 15 Menit Molalui Aplikasi E Bupot
pajak PPH-21 PPH-21
24 Data TPP ASN teiah Meilalui SIPD RI
ata yang ieia elaiun
7 |Membuat sSPP TEPP ASN | ] preipeietie oS SPP TPP ASN tomentt Penatausanaan
Meilalui SIPD RI
Fenatsusanaan dan daia
s ;".g,;":g;fa aan: memvanaasi SPP TPP ASN SPM TPP ASN 5 Menit yang diajukan sesuai dengan
aturan dan anggaran yang
tersedia
b
sSPM TPP Verifikas: dari BUD
=} Menyetujui SPM TPP ASN SPM TPP ASN ASN yang sudah 5 Menit {Bendahara Umum Daerah)
disetujui melalui SIPD RI
- Daftar Presensit
- Rincian Penerimaan TPP ASN
h 4 - Rekap Penerimaan TP ASN
Berkas yvang sudah
Menvampaikan SPP. SPM Billing potongan pajak I'WP 19%._
10 |[TEP ASN aan I I % Bukt Penginman 20 Menit Sgandakan s mmpancan e

kelengkapannya

Billing potongan pajak PPH-21
Pemindahbukuan potongan
pajak I'WF 4%

- Pemindahbukuan Perorangan

a4

BUD (Bendahara Umum
Daerah)




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN KEUANGAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENDAPATAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN




SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.
NIP: 197303021992031004

Nama SOP : Pendapatan Dan Laporan Pertanggungjawaban

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerabh;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6.  Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah;

7. Peraturan Wali Kota Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.  Peraturan Wali Kota Kota YogyakartaNomor 50 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Retribusi
Daerah:

9. Keputusan Wali Kota Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Operasional
Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan Pelayanan
Persampahan/Kebersihan.

s w

1. Kepala Sub Bagian Keuangan
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : S1 Ekonomi diutamakan S2
Manajemen/S2 Akuntansi/S2 llmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2
Adm.Publik/S2 yang serumpun
2. Penelaah Teknis Kebijakan
- Bendahara : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

- SOP Pemungutan Wajib Retribusi Pada Pelanggan Tenaga Pengumpulan
Sampah

1. Komputer atau Laptop
2. Printer, LCD Proyektor dan Sambungan Internet (WIFI)

3. Almari penyimpan dokumen lingkungan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila ditemukan ketidakcermatan atau ketidaktelitian dalam melaksanakan
prosedur maka beresiko laporan pertanggungjawaban tidak akurat.

- Arsip Laporan Keuangan




Pendapatan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Penelaah Teknis Persyaratan /
Scehiiaican PPK PA 7 KPA TS —— Output Waktu Keterangan
Menerima rekapitulasi Laporan Pendapatan Verifikasi dilakukan oleh
hasil setoran yang sudah Retribusi yang sudah |tanga Bukti Ketua Tan:Kena
o diverifikasi dan membuat diverifikasi Penerimaan ERbIa s —— 5 5.
Tep Persampahan dan Retribusi
Kebersihan
- Buku kas umum
- Evaluasi
Menerima setoran dan A 4 Tanda Bukdi Pendapatan _
2 mencatat rekapiiulasi PonGrirnasan - Fungsional 10 Menit Pencatatan manual
hasil setoran secara I | penerimaan
manual - Buku Rekapitulasi
penerimaan harian
- Buku kas umum
= - Evaluasi Pendapatan
Membuat Surat Tanda 3 Fzﬁ cionial L
3 Setor Retribusi Daerahn g STS Manual 20 Menit
Manual Penerimaan
- Buku Rekapitulasi
penerimaan harian
. ~ w
4 Menyetorkan Retribusi STS Manual STS Stempel BPD 50 Menit EPD DIY
ke Kas Daerah DIY
k4
5 |Memhuat Suwal Tanda E STS Stempel BPD DiY|STBP 20 Menit
Bukti Penerimaan
w
6 Memverifikasi Surat I:)—
Tanda Bukti Penerimaan
STBP STRE yang 20 Menit
s terverifikasi
< Z Melalui sistem SIPD RI
- Memvenﬁkgs: Sura_t Penatausahaan
Tanda Bukili Penerimaan
-
- Register
s Membuat Surat Tanda | | STBP yang - BKU Penerimaan 30 Menit
Setor Retribusi Daerah terverifikasi - Fungsional
Penerimaan
> £ - Register
o Menyusun Lgporan - BKU Penerimaan LPJ 30 Menit
Pertanggungjawaban - Fungsional
Penerimaan
2
Melakukan pengiriman [:] LPJ yang . Dikirim ke Bidang
10 |perkas LPJ LES terverifikasi Ao Perbendaharaan BPKAD







DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN CUTI




DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal pengesahan

Disahkan oleh

Ka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Rajwan Taufig, S.I.P., M.Si.
NIP. 197303021992031004

Nama SOP Cuti

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian
Cuti Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian
Cuti Pegawai Negeri Sipil

1.

2.

©No oA

Kepala Dinas (S1 Semua Jurusan diutamakan S2 Ilmu Lingkungan/S2 Manajemen/S2
yang serumpun)

Kepala Bidang (S1 Teknik Lingkungan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Geografi
Lingkungan diutamakan S2 llmu Lingkungan/S2 Manajemen/S2 yang serumpun)

Kepala Sub Bagian (S1 Manajemen, S1 Administrasi, S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum,
S1 Geografi Lingkungan diutamakan S2 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 llmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan, S2 Adm. Publik/S2 yang serumpun)

Ketua Tim Kerja : S1 Semua Jurusan

Pegawai/Pelaksana/Jabatan Fungsional/Struktural (SLTA/S1/S2)

Penata Layanan Operasional (S1/D-I1V (Diploma Empat))

Arsiparis (D-111 (Diploma Tiga))

Pengadministrasi Perkantoran (D-3 (Diploma Tiga) / SLTA Sederajat)

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.
2.

SIM Cuti
Komputer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Cuti adalah hak pegawai, apabila tidak diberi cuti akan menghambat pekerjaan




cuT

PELAKSANA BAKU MUTU
NO AKTIVITAS
. . Sekretaris/Kepala Bidang/Ka .
Penata Layanan Operasional Arsiparis Sub BagKa UPT Kepala Dinas Persyaratan/Kelengkapan Walkdu Quiput Keterangan
1 |Menerima pengajuan cuti dari pegawai Form cuti 30 Menit Form cuti yang diajukan Melalui SIM Cuti
Y
N . . . . i . . Form cuti yang telah , ,
2 [Mengoreksi sisa cuti pegawai yang mengajukan cuti dan melakukan verifikasi Form cuti yang diajukan 15 Menit diakukan verficasi Melalui SIM Cuti
3 |Mendapatkan persetujuan cuti dari atasan langsung » qum cutlya ng telah 10 Menit Form cutlyang telah i ACC Melalui SIM Cuti
dilakulkan verifikasi atasan langsung
4 |Mendapatkan persetujuan cuti dari pejabat yang berwenang memberikan cuti » Form cutlyang telah di ACC 5 Menit Form cullyang tglah diAcC Melalui SIM Cuti
atasan langsung kepala dinas
5 [Melakukan penomoran di E-Office o Form cuflyang tglah diACC 5 Menit Form cutlyang elah diber Admin E-Ofiice
kepala dinas nomar
\ 4
6 |Data cutiterekap di aplikasi presensi V2 Fom cuf m’:r?;rmah Oiber 5 Menit Form cuti terekap Melalui aplikasi E-Office




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN TPP




DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal pengesahan

Disahkan oleh

Ka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Rajwan Taufig, S.I.P., M.Si.
NIP. 197303021992031004

Nama SOP Pengajuan TPP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan
Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Kepala Dinas (S1 Semua Jurusan diutamakan S2 Ilmu Lingkungan/S2 Manajemen/S2
yang serumpun)

Sekretaris (S1 Teknik Lingkungan, S1 Geografi Lingkungan, S1 Biologi, S1 Pertanian,
diutamakan S2 llmu Lingkungan/S2 Manajemen/S2 yang serumpun)

Kepala Sub Bagian (S1 Manajemen, S1 Administrasi, S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum,
S1 Geografi Lingkungan diutamakan S2 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 1lmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan, S2 Adm. Publik/S2 yang serumpun)

Penata Layanan Operasional (S1/D-I1V (Diploma Empat))

Pengolah Data dan Informasi (D-3 (Diploma Tiga))

Pengadministrasi Perkantoran (D-3 (Diploma Tiga) / SLTA Sederajat)

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1.
2.

Komputer
E-Kinerja

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Keterlambatan pemrosesan TPP mengakibatkan penerimaan TPP tertunda

PwbhE

Daftar absensi pegawai
Dokumen PKP

SKP Pegawai
Rekapitulasi CKO




PENGAJUAN TPP

PELAKSANA BAKU MUTU
NO AKTIVITAS
Penata Layanan Operasional| @ Sub Bag Umum dan Kepala Dinas Persyaratan / Kelengkapan Wakiu Output Keferangan
Kepegawaian
1 |Memeriksa dan mensinkronkan daftar hadir pegawai Daftar hadir pegawai 120 menit Daﬂarshua:jd;[l;;?ﬁ:::? yang Melalui SIM Presensi
v 1. Datftar hadir pegawai yang
2 thusz?éiﬁgrrgnhm Daftar hadir pegawai, data E-
2 |Memeriksa dan mensinkronkan data E-Kinerja, PKP, SKP, dan CKO '3 Data PKP i\SN 120 menit Kinerja, PKP, SKP, dan CKO Melalui SIM TPP
4 Data SKP ASN ASN yang sudah sinkron
5. Data CKO ASN
¥
Daftar hadir pegawai, data E-
3 [Menyimpan dan menyerahkan data pengajuan TPP Kinerja, PKP, SKF, dan CKO 120 menit dis?r?lhazzpa:?j?sgetrzlﬁsan Ke BKPSDM
ASHN yang sudah sinkron P
¥
. . o Data TPP yang telah . A
4 [Menerima data pengajuan TPP yang felah disetujui oleh BKPSDM disimpan dan diserahkan 30 menit Data TPP yang telah disetujui
5 |Mencetak dokumen pengajuan TFP > Data TE‘F‘ yan_g telah 30 menit Do!-;umen TPP yang sudah | Paraf Ka Sub Bag !Jmum
disetujui dicetak dan diberi paraf dan Kepegawaian
. . N Data TPP yang sudah . Data TPP yang sudah diberi .
6  [Melakukan persetujuan dokumen pengajuan TPP » dicetak dan diberi paraf 20 menit tanda tangan persefujuan Tanda Tangan Kepala Dinas
7 |Menyerahkan data TPP ASN Data TPP yang sudah diberi 10 menit Berkas yang sudah Ke Sub Bagian Keuangan

B

tanda tangan persefujuan

digandakan




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBUATAN KARTU INVENTARIS RUANGAN




DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal pengesahan

Ka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Disahkan oleh

Rajwan Taufig, S.I.P., M.Si.
NIP. 197303021992031004

Nama SOP

Pembuatan Kartu Inventaris Ruangan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

1. Sekretaris (S1 Teknik Lingkungan, S1 Geografi Lingkungan, S1 Biologi, S1 Pertanian,
diutamakan S2 IImu Lingkungan/S2 Manajemen/S2 yang serumpun)
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (S1 Manajemen, S1 Administrasi, S1
Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Teknik Lingkungan, S1 Geografi Lingkungan
diutamakan S2 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2
Adm. Publik/S2 yang serumpun)
Pengolah Data dan Informasi (D-3 (Diploma Tiga))
4. Pengelola Barang
a. Pengadministrasi Perkantoran (D-3 (Diploma Tiga) / SLTA Sederajat)
b. Pengolah Data dan Informasi (D-3 (Diploma Tiga))

w

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer
2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Ketidaktelitian dalam penyusunan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) menyebabkan ketidak
sesuaian antara KIR yang dibuat dengan kondisi yang ada




PEMBUATAN KARTU INVENTARIS RUANGAN

PELAKSANA BAKU MUTU
NO AKTIVITAS
Pengolah Data dan Informasi Ka Sub Bag Umym dan PPTK Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Kepegawaian
Pengisian form KIR
1. |Menginput daftar barang pada setiap ruangan ke dalam form KIR Form KIR 3 hari KIR berdasarkan data yang
disusun oleh bidang
2 [Mencermati, memeriksa, dan menyetujui form KIR yang telah disusun 3 KIR Hjam KIR yang teiah
' : ditandatangani
. ) . . o , KIR yang telah . KIR yang telah
3 [Menerima form KIR yang sudah dicermati, dikoreksi, dan disetujui K diandatangan Hjam ditandatangani
. o KIR yang felah . KIR yang telah
4 [Melakukan persetujuan form KIR » diandatangan Hjam ditandatangani
' p KIR yang telah .
5 [Memasang KIR pada setiap ruangan « dtandatangan Hiam KIR terpasang




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS




DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal pengesahan

Ka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Disahkan oleh

Rajwan Taufig, S.I.P., M.Si.
NIP. 197303021992031004

Nama SOP Penghapusan Barang Inventaris

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

2.

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

1. Kepala Dinas (S1 Semua Jurusan diutamakan S2 llmu Lingkungan/S2 Manajemen/S2
yang serumpun

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (S1 Manajemen, S1 Administrasi, S1
Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Teknik Lingkungan, S1 Geografi Lingkungan
diutamakan S2 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2
Adm. Publik/S2 yang serumpun)

3. Pengolah Data dan Informasi (D-3 (Diploma Tiga))

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP KIR 1. Komputer/Laptop
2. ATK
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Ketidaktelitian dalam penyusunan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) menyebabkan ketidak
sesuaian antara KIR yang dibuat dengan kondisi yang ada




PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS

PELAKSANA BAKU MUTU
NO AKTIVITAS
Pengolah Data dan Informasi Ka Sub Bag U“‘.““‘ dan Kepala Dinas Persyaratan/Kelengkapan Wakiu Qutput Keterangan
Kepegawaian
1. Sesuai format dari BFKAD
2. Pengisian daftar usulan
1. |Membuat daftar barang inventaris yang akan dihapus Format isian dari BPKAD 12 jam Daftar usul;;;:nghapusan penghapusan barang
g berdasarkan daftar yang
disusun oleh bidang
2 |Mencermati dan mengoreksi daftar usulan penghapusan barang inventaris » Daftar usulan penghapusan bjam Daftar usulan pengh_apusaq Melalui sistem SIMBADA
barang barang yang telah dikoreksi
. ) ) ) ] " Daftar usulan penghapusan ) Daftar usulan penghapusan
3 [Menerima daftar penghapusan yang sudah dicermati dan dikoreksi < barang yang lelah dloreksi bjam harang yang ekah dkoreks
. ; . N Daftar usulan penghapusan ) Daftar usulan penghapusan
4 [Melakukan persetujuan daftar penghapusan barang inventaris » barang yang lelah dikoreksi bjam parang yang telah diselujui
Menunggu penerbitan BA
5 |Mengirim daftar penghapusan barang inventaris yang telah disetujui < [;aﬂar ”5“'5”3"*”#3?"?3?".‘ 3 han penarikan/penyerahan Dikirim ke BPKAD
arang yang telah disetujui penghapusan barang
¥
Menunggu penerbitan BA Menerima BA o
G [Menerima BA penarikan/penyerahan penghapusan barang inventaris penarikan/penyerahan 30 hari penarikan/penyerahan BA d'ters.';ka” olehtBPKAD
penghapusan barang penghapusan barang Idang ase
¥ Menerima BA
enerima . o
7 [Menerima BA penghapusan barang inventaris penarikan/penyerahan 30 hari Menenima BA penghapusan | BA diterbitkan oleh BPKAD

penghapusan barang

barang

bidang aset




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ADMINISTRASI SURAT MASUK




DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal pengesahan

Ka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Disahkan oleh

Rajwan Taufig, S.I.P., M.Si.
NIP. 197303021992031004

Nama SOP Administrasi Surat Masuk

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Kearsipan Daerah

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah

1. Kepala Dinas (S1 Semua Jurusan diutamakan S2 llmu Lingkungan/S2 Manajemen/S2
yang serumpun)

2. Sekretaris (S1 Teknik Lingkungan, S1 Geografi Lingkungan, S1 Biologi, S1 Pertanian,
diutamakan S2 llmu Lingkungan/S2 Manajemen/S2 yang serumpun)

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (S1 Manajemen, S1 Administrasi, S1
Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Teknik Lingkungan, S1 Geografi Lingkungan
diutamakan S2 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 IlImu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2
Adm. Publik/S2 yang serumpun)

4. Pengadministrasi Perkantoran (D-3 (Diploma Tiga) / SLTA Sederajat)

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Surat Keluar Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 1. Buku tentang pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Buku Agenda
3. Lembar Desposisi
4. Kartu Kendali Masuk
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Pengadministrasian surat masuk tidak tertib mengakibatkan informasi tidak bisa
ditindaklanjuti, jika tidak disusun urut maka akan kesulitan melacak surat yang sewaktu- B
X S uku agenda surat masuk
waktu di butuhkan oleh pimpinan
2. Informasi tidak bisa ditindaklanjuti




Administrasi Surat Masuk E-Office

masuk

PELAKSANA BAKU MUTU
NO AKTIVITAS Ka Sub Bag Umpeg/Katimja
Arsiparis PEF/Ka Sub Bag Sekretaris Dinas Persyaratan/Kelengkapan Wakiu Output Keterangan
Keuangan/Kabid
1 |Menerima surat masuk, mencatat dan memberi kode klasifikasi surat serta memberi nomor surat masuk Surat masuk 5 menit Surat yang telah diberi nomor Melalui E-Office
2 |Membaca surat dan mengarahkan atau mendisposisi surat > Surat yang telah diberi nomor, 10 menit Surat terdisposisi Melalui E-Office
3 |Membaca isi surat dan menindaklanjuti surat 4 Surat terdisposisi 5 menit Surat ditindaklanjuti Melalui E-Office
4 |Membuat rekapitulasi jumlah surat masuk setiap akhir tahun L Surat ditindaklanjuti 30 menit Rekapitulasi jumiah surat Melalui E-Office




Administrasi Surat Masuk Manual

PELAKSANA BAKU MUTU
NO AKTIVITAS o
Pengadministrasi Ka SubBag Umumdan | o oariciapala Dinas | Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Perkantoran Kepegawaian
1. Surat masuk
1 |Menerima, mencatat, memberi nomor, dan memberikan lembar disposisi serta kartu kendali masuk 2. Buku agenda. ) 5 menit Surat "795.”“ yang telah
3. Lembar disposisi diberi nomar
4. Kartu kendali masuk
1. Surat masuk yang telah
2 |Mencermati isi surat dan mengarahkan surat » dibert nomer 10 menit Surat "‘a.S““ yang telah
2. Lembar disposisi dicermati
3. Kartu kendali masuk
1. Surat masuk yang telah
3 |Menerima kembali surat yang sudah dicermati * dmermgm . 2 menit Surat "‘?5“*‘ ‘-’"‘"?{-’ telah
2. Lembar disposisi dicermati
3. Kartu kendali masuk
1. Surat yang bersifat rutin
ditindaklanjuti oleh Sekretaris
1. Surat masuk yang telah Dinas
4 |Mencermati dan menindakianjuti surat dengan memberikan disposisi ke bidang yang bersangkutan > dicermati 30 menit Lembar disposisi ke bidang | 2. Surat yang bersifat tidak
2. Lembar disposisi rutin dan penting
ditindaklanjuti oleh Kepala
Dinas
5 Menenma {_!Ian me_ncatat disposisi surat masuk serta mendistribusikan kepada bidang yang telah < Lembar disposisi ke bidang 10 menit Surat terdisposisi Mencatat d|sp05|5|_surat
diberikan disposisi kedalam buku register
Y
6 |Membuat rekapitulasi jumlah surat masuk setiap akhir tahun Surat terdisposisi 5 menit Rekapitulasi jumiah surat Di buku agenda surat

masuk




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ADMINISTRASI SURAT KELUAR




DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal pengesahan

Disahkan oleh

Ka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Rajwan Taufig, S.I.P., M.Si.
NIP. 197303021992031004

Nama SOP

Administrasi Surat Keluar

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas 1. Kepala Dinas (S1 Semua Jurusan diutamakan S2 llmu Lingkungan/S2 Manajemen/S2
2. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem yang serumpun)
Kearsipan Daerah 2. Sekretaris (S1 Teknik Lingkungan, S1 Geografi Lingkungan, S1 Biologi, S1 Pertanian,
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan diutamakan S2 llmu Lingkungan/S2 Manajemen/S2 yang serumpun)
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah 3. Kepala Bidang (S1 Teknik Lingkungan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Geografi
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lingkungan diutamakan S2 llmu Lingkungan/S2 Manajemen/S2 yang serumpun)
Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas, | 4. Kepala Sub Bagian (S1 Manajemen, S1 Administrasi, S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah S1 Geografi Lingkungan diutamakan S2 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 1lmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan, S2 Adm. Publik/S2 yang serumpun)
5. Ketua Tim Kerja : S1 Semua Jurusan
6. Pelaksana (SLTA/S1)
7. Pengadministrasi Perkantoran (D-3 (Diploma Tiga) / SLTA Sederajat)
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Surat Masuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 1. Buku Agenda Surat Keluar
2. Daftar Pengendali

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Pengadministrasian surat keluar harus tertib agar tidak menimbulkan kesulitan dalam
penemuan kembali




ADMINISTRASI SURAT KELUAR E-OFFICE

nomor

ditandatangani dan ferkirim

PELAKSANA BAKU MUTU
NO AKTIVITAS
Pegawal Arsiparis Katimia/Ka Sub Bag Kepzla Bidang/ Ka UPT Sekretaris Dinas Kepala Dinas Persyaratian/Kelengkapan Waktu Quiput Keterangan
1 |Arzhaniperintzh untuk membuat surat keluar Lembar perintah 5menit Dizposisi perintah membat Melalui E-Office
surat keluar
y
2 [Membuat dan mengetik konsep surat % Dipasisi perintah membuat 30 menit Konsep surat keluar Melalui E-Office
Tidak surat keluar
Surat keluar yang sudah
’ sesuai akan diindaklanjut],
3 |Mencermati dan mengoreksi surat keluar > — Tidak Konsep surai keluar 15 menit Surat kﬁ:g;kas?g teiah namun apabila belum sesuai
maka akan dikembalikan ke
pegawai melalui E-Cffice
Surat keluar yang sudah
sasual akan difindaklanjutl
) _ . ) Surat keluar yang telah ; Surat keluar yang telah  |namun apabila belum sesuai
4 |Mencermati dan mengoreksi surat keluar Y3 » + Tdizk dikoreli 15 menit dicoreksi maka akan dkembalikan ke
Katimja/ka Sub Bag melalui
E-Office
Surat keluar yang sudah
sesuai akan diindaklanjut],
) Surat keluar yang telah - Surat keluar yang telah  (namun apabila belum sesuai
-
5  |Mencarmati dan mengoreksi surat keluar V3 » dikorsksi 30 menit dikorelsi maka akan dkembalikan ke
Kepala Bidang/ka UPT
melalui E-Office
6  |Melakukan persetujuan surat keluar ¥ Surat I-ce!uar yang telgh 15 menit Surat keluar yang teiah Melalui E-Office
dikoreksi disetujui
7 |Melakukan penomoran surat keluar k3 Surat kel_uar y_a_ng feleh 10 menit Sural keluar yang felah dioeri Melalui E-Office
disetujui namar
8 |Melakukan penandatanganan dan pengiriman surat keluar » ‘ Surat keluar yang telan diberi 15 menit Surat keluar yang telah TTE melglui E-Office




ADMINISTRASI SURAT KELUAR MANUAL

PELAKSANA BAKU MUTU
NO AKTIVITAS
Pegawal Arsiparis Katimja/Ka Sub Bag Kepala Bidang/ Ka UPT Sekretaris Dinas Kepala Dinas Persyaraian/Kelengkapan Waktu Ouiput Keterangan
1 |Arehaniperintzh uniuk membuat sural keluar Perintah dari aiasan 5 menit Disposisi perintah membuat
surat keluar
y
2 [Membuat dan mengetik konsep surat + ¥ Dispasisi parintah membust 30 menit Konsep surat keluar
Tigak surat keluar
Surat keluar yang sudah
) sasuai akan diindaklanjuti,
3 |Mencermati dan mengoreksi surat keluar » < Tidak: Konsep sural keluar 15 menit Surat kg:ﬂg;:;nig telah namun apabila belum sesuai
maka akan dikembalikan ke
pegawai
Surat keluar yang sudah
) sesuai akan difindaklanjut,
4 |Mencermati, mengoreksi, dan memberi paraf surat keluar Ya > < Tdiak Surat kz!ﬂarykasng t2ih 15 menit diuratkg?!;'ar ﬁ]gmah i namun apabila belum sesuai
IHoreks! IKOreics dan nen paral | poaka akan dikembalikan ke
Katimja/ka Sub Bag
Surat keluar yang sudah
’ sesuai akan difindaklanjut,
5 |Mencermati, mengoreksi, dan memberi paraf surat keluar ¥ dimat I-cel{;lar f; g _telah . 30 menit d_SkuratkI;gI‘;lar :a; g_telahf namun apabila belum sesuai
ikoreksi dan dberi paraf tkoreksi dan diberi paraf | oo dikembalikan ke
Kepala Bidang/Ka UPT
i ) | Surat keluar yang telah ) Surat keluar yang telah
6 |Melakukan persetujuan surat keluar > diccreks dan dberi parar 15 menit ditandstangani
7 |Menerima, mencatat, dan memberi nomor serta kode surat keluar € Surat keluar yang t_elah 10 menit Surat keluar yang telah dioeri Pencatatan di buku agenda
dtandatangani nomor




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR




Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal pengesahan

Ka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Disahkan oleh
Rajwan Taufiq, S.1.P., M.Si.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP NIP. 197303021992031004
KOTA YOGYAKARTA Nama SOP Tugas Belajar/Izin Belajar
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar | 1. Kepala Dinas (S1 Semua Jurusan diutamakan S2 IImu Lingkungan/S2 Manajemen/S2 yang serumpun)
dan lIzin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta | 2. Sekretaris (S1 Teknik Lingkungan, S1 Geografi Lingkungan, S1 Biologi, S1 Pertanian, diutamakan S2

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan IImu Lingkungan/S2 Manajemen/S2 yang serumpun)
Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin | 3. Kepala Bidang (S1 Teknik Lingkungan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Geografi Lingkungan diutamakan
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Y ogyakarta S2 limu Lingkungan/S2 Manajemen/S2 yang serumpun)

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Tugas Belajar | 4. Kepala Sub Bagian (S1 Manajemen, S1 Administrasi, S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Geografi
Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkungan diutamakan S2 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 llmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, S2

Adm. Publik/S2 yang serumpun)

5. Ketua Tim Kerja : S1 Semua Jurusan
6. Pelaksana (SLTA/S1)
a. Pengadministrasi Perkantoran (D-3 (Diploma Tiga) / SLTA Sederajat)
Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
1. Surat Keterangan Diterima dari Kampusn 5. SKP 2 Tahun Terakhir
2. Surat Keterangan Akreditasi Kampus 6. Surat Rekomendasi
3. Jadwal Akademik 7. Surat Pernyataan Hukuman Disiplin
4. ljazah Terakhir 8. Surat Pernyataan Pidana




IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS ——
Pegawai Pengadminitrasi Arsiparis Ka Sub Bag U.mlurn dan Sekretans Dinas Kepala Dinas PersyaratanKelengkapan Wakiu Dufput Keterangan
Perkantoran Kepegawaian
1. Surat keterangan diterima dari kampus
2. Surat keterangan akreditasi kampus
3. Jadwal skademik
4. ljazah terakhir
- o i i i 0
1 |Pegawai mengusulkan surat pamohonan zin belajantugas belajar —Tidak 5. SKF Z anun tera“‘_” 2 hari Surat permohonan izin belajaiftugas Format fie PDF
6. Surat rekomendasi Delaar
1. Surat pemyataan tidak paman dijatubi
hukuman disiplin
8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani
proses pidana atau pernah dipidana
Surat permohaonan izin belajarfugas
. Lo | Delajar apabila sudah sesual akan
2 |Memeriksa berkas surat permohonan izin belajarfugas belajar -; Surat permohonan izin belajartugas belajar 1 hai Surel pmmuho::ll;az:n belajarMugas diindaklanjut, namun apabila belum
: sesuai maka akan dikembaikan ke
pegawai
Ya
¥
3 |Membuat surat pengantar dengan melampirkan surat permohonan izin belajartugas belgjar Surat permohonan izin belajartugas belajar Jhari Sural pengantar zn belsjarfugas | - Sural pengantq' Atk BRFSOM
belajar melalui E-Office
4 |Mencermati, mengoreksi, dan menndaklanjuti surat penganiar izin belajarfugas belajar ¥ Surat pengantar izn belajarftugas belgjar 1 hari Sure penganiar iz belajarfugas Melalui E-Office
' ' pelajar yang telah dikoreksi
. ) - . . . | Surat pengantar izin belajartugas belajar - Surat pengantar izin belajariugas )
5 5 L4 . . [ . . . -
5 |Mencermati, mengoreksi dan menindakianjuti surat pengantar izin belajarftugas belajar yang telah dikoreli 1 hari el yang feah kel Melalui E-Office
. R . N Surat pengantar izin belgjarftugas belgjar . Surat pengantar izin belajariugas p—
6 |Melakukan persetujuan surat pengantar izin belgjaritugas belgjar » yang tlah dkoreki 1 hai belajar yang teah ditandatangan TTE melalui E-Office
" Surat pengantar iZn belzjaritugas belzjar ’ Surat pengantar izin belajarfugas .y
7 |Melakukan penomoran dan mengirim surat ¢ yang telah diandatzngan 1 hari belafaryang teiah dibert nomor Melalui E-Office
) . ) ) Surat pengantar izn belgjartugas belajar ) Menenima surat zin belajarfugas | Surat izin diteriitkan oleh BKPSOM
7| i
€ Menena surat zn beiarfugas beajr B yang telah diberi nomor 3 har belajar dalam bentuk hardfle




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERMOHONAN PENSIUN PEGAWAI




DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal pengesahan

Disahkan oleh

Ka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Rajwan Taufiq, S.1.P., M.Si.
NIP. 197303021992031004

Nama SOP Permohonan Pensiun Pegawai

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda
Pegawai

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok, Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

1.
2.

3.

o o

Kepala Dinas (S1 Semua Jurusan diutamakan S2 llmu Lingkungan/S2 Manajemen/S2 yang serumpun)
Sekretaris (S1 Teknik Lingkungan, S1 Geografi Lingkungan, S1 Biologi, S1 Pertanian, diutamakan S2
IImu Lingkungan/S2 Manajemen/S2 yang serumpun)

Kepala Bidang (S1 Teknik Lingkungan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Geografi Lingkungan diutamakan
S2 limu Lingkungan/S2 Manajemen/S2 yang serumpun)

Kepala Sub Bagian (S1 Manajemen, S1 Administrasi, S1 Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Geografi
Lingkungan diutamakan S2 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 llmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, S2
Adm. Publik/S2 yang serumpun)

Ketua Tim Kerja : S1 Semua Jurusan

Pelaksana (SLTA/S1)

a. Pengadministrasi Perkantoran (D-3 (Diploma Tiga) / SLTA Sederajat)

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Keterlambatan pengusulan pension akan merugikan PNS karena akan tertunda gaji
pensiunannya

akrwnE

FC SK CPNS 6. FC SK Jabatan

FC SK PNS 7. FC SK Terakhir yang dimiliki
FC SK Kenaikan Pangkat Terakhir 8. FC Kapeg

FC KGB Terakhir 9. FC Karis Karsu

FC SK Mutasi 10. Syarat berkas usulan pensiun




PERMOHONAN PENSIUN PEGAWAI

PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS ——
Pegawai Fengadministrasi Arsiparis Ka Sub Bag U.m_um dan Sekretans Dinas Kepala Dinas Persyaratan/Kelengkapan Wakiu Cutput Keterangan
Ferkantoran Kepegawsaian
1. Scan asli DPCP
2 Scan asli CPNS dan SPMT
3. Scan asli SK KP terakhir
4. Scan asli SK PMK
5. Scan asli SKP
6. Scan asli KK dan KP4
T. Scan ash akta nikan
—] 8. Scan asli akla cerai
" 9 Scan asli akia kematian pasangan FNS )
1 |Pegawai mengusulkan kelengkapan syarat pensiun ‘ N 10. Scan asli akta anak 3 hari Berkas keleng;zg;nqs;arat usulan Format berkas PDF
h— 11. Scan asii surat penyataan fidak pemah p
dijatuhi hukuman disipiin
12 Scan asli surat pernyatazan tidak sedang
idak menjalani proses pidana atau pernah pidana
13. Scan asli KTP
14. Scan asl buku tabungan
15 Scan asli NPWP
16. Scan asli sural keterangan anzk masih
kuligh
Berkas kelengakapan syarat usulan
) [pensiun apabila sudah lengkap akan
2 |Menerima dan memeriksa kelengkapan syarat pensiun — Berkas kelengkapan syarat usulan penziun 1 hari Bem:;ﬁeng:a:r;:;?:it :Zulan difindaklanjut, namun apabila belum
P ¥ang engkap lengkap maka akan dikembalkan ke
pegawai
N
¥
S ) . Berkas kelengkapan syarat usulan pensiun ,. Berkas kelengkapan syaratusulan | Melzlui Sistem Informasi Pagawai
3 |Mengapioud kelengkapan syarat pensiun yang sudah lengkap 1hari pansiun terupload (SIMPEG)
|
v
4 Menyusun daftar nominatit usulan pensiun < Tidah Berkas kelengkapan syarat usulan penziun 2 hari Daftar nominatif usulan pensiun
terupload fersusun
Daftar nominati usulan pensiun
R . yang sudzh sesuai akan
5 |Mencermati dan mengoreksi daftar nominati usulan pensiun > -« Tidal Dafiar nominatif usuian pensiun tersusun 1 hari Daftar .r;?'m'll?::' lé?:ﬁ&‘;?m'“n ditindaklanjut, namun apabila belum
yang sesuai maka akan dikembalikan ke
pegawai
Daftar nominatif usulan pensiun
yang sudzh sesuai akan
. e R . Daitar nominati usulan pensiun yang telah ~ Daftar nominatif usulan pensiun | diindaklanjut, namun apabila belum
6 | Mencermati dan mengoraksi daftr nominatF usulan pensiun fa dikoreksi 1hari yang telah dikoreksi sesuai maka akan dikembalikan ke
Ka Sub Bag Umum dan
Kepegawaian
. - " . Daitar nominati usulan pensiun yang telah . Daftar nominatif usulan pensiun
S & V@ > X X ri X
7 |Melakukan persetujuan daftar nomnaiif usulan pensiun dikoreks: 1 hari yang telah dizndatangani
2 |Melakukanp daftar inatif usulan pensiun ¢ Daitar nommalr_f usulan pens_mn yang telah 1 hari Daftar nominatif _usu!an pensiun
ditandatangani yang telah diberi nomor
i ] . L N _— . Dikinm ke EKPSDM dan SK penziun
G |Mengirim daftar nominatif usulan pensiun € Dattar nominat _Jau_lan pensiun yang telah 1 hari Daftar nommatl{ L_lsulan pensiun terbit 1 bulan sebelum pegawai
diberi nomor terkiim pensiun




DINAS DAERAH
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH




DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA

Nomor SOP

Tanggal pembuatan

Tanggal revisi

Tanggal pengesahan

Ka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Disahkan oleh

Rajwan Taufig, S.I.P., M.Si.
NIP. 197303021992031004

Nama SOP

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Barang
Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

1. Sekretaris (S1 Teknik Lingkungan, S1 Geografi Lingkungan, S1 Biologi, S1 Pertanian,
diutamakan S2 lImu Lingkungan/S2 Manajemen/S2 yang serumpun)
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (S1 Manajemen, S1 Administrasi, S1
Ekonomi, S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Teknik Lingkungan, S1 Geografi Lingkungan
diutamakan S2 Manajemen/S2 Akuntansi/S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/S2
Adm. Publik/S2 yang serumpun)
Pengolah Data dan Informasi (D-3 (Diploma Tiga))
4. Pengelola Barang
a. Pengadministrasi Perkantoran (D-3 (Diploma Tiga) / SLTA Sederajat)
b. Pengolah Data dan Informasi (D-3 (Diploma Tiga))

w

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop, Printer
2. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Daftar Barang Ruangan

Kartu Identitas Barang

BA Rekonsiliasi Internal
Laporan Barang Milik Daerah

el N =




PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NO

AKTIVITAS

PELAKSANA

BAKUMUTU

Ka Sub Bag Umum dan

Pengolah Data dan Informasi| Ka Sub Bag Keuangan Kepegavaian Selkretaris Kepala Dinas Persyaratan/Kelengkapan Wakiu Qutput Keterangan
1. |Menginvetarisasi barang milik daerah Data barang milik daerah 1 hari Data barang milik daerah
v
Data barang milik daersh
2 |Memberikan kodeflkasi/penggolongan dan melakukan labelisasi Data barang milik daerah 1 hari yang sudah diber kode dan
label
{
Diata barang milik daerah - .
3 |Mencatat kondisi barang yang diinventarisir yang sudah diberi kode dan 1 hari Laporan kondisi barang K?.ndlsl barang baik, rusak
label ingan, dan rusak berat
I
v
Daftar barang ruangan,
4 |Membuat daftar barang ruangan, daftar barang lainnya serta kartu identitas barang Laporan kendisi barang 3jam daftar barang lainnya, dan
kartu identitas barang
¥ Daftar barang ruangan,
Daftar barang ruangan, dafiar| . ! R
5 |Menginput semua transaksi parang lainnya, dan kartu 1 hari ”""ﬂaf bara_\ng lainnya, dan | Melali aplikasi SIMBADA
identitas barang kartu identitas __barang yang dan SIMBARA
| telah diinput
v
Diaftar barang ruangan, daftar|
& |Melakukan rekonsiliasi aset dan persediaan _aara_ng lainnya, dan kartu 3jam BArekonsiliasi Membuat BA rekonsiliasi
idenfitas barang yang telah
diinput
T |Memenksa dan menelti hasil rekonsiliasi aset dan persediaan » BA rekonsiliasi 1 hari BA r_ekopsiliasi yar_lg t_e_lan
diperiksa dan diteliti
& |Membuat laporan barang milik dasrah bulanan semester I, semester |l dan tahunan B BA ekonsilisi rang ?e_lah 10 hari Laporan rg_konsiliasi barang
dperksa dan ditalitti milik daerah
. I Laporan rekonsiliasi barang
9 |Mencermaii, mengoreksi, dan memberi paraflaporan barang milk daerah » Lpaoran .T_tﬂgs'"af_: barang 10 menit milik daerah yang telah
milik daera dikoreksi dan diberi paraf
Laporan rekonsiliasi barang Laporan rekonsiliasi barang
10 |Mencermali, mengoreksi, dan memberi paraf laporan barang milk daerah milik daerah yang telah 10 mneit milik daerah yang ielah
dikereksi dan diberi paraf dikoreksi dan diberi paraf
Laporan rekonsiliasi barang Laporan rekonsiliasi barang
11 |Melakukan persetujuan laporan barang milik daerah » mikk daerzh yang telah 10 menit milik daerah yang ielah
dikereksi dan diberi paraf ditandatangani
Laporan rekonsiliasi barang .
12 |Mengarsipkan laporan badan milik dasrah - mikk daerzh yang telah 1 hari Arsip dokumen laporan

ditandatangani

barang milik daerah




